
 

 

 

KEPALA DESA PARANGJORO 
KECAMATAN GROGOL 

KABUPATEN SUKOHARJO 
 

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO 
NOMOR 28 TAHUN 2019 

 
TENTANG 

 

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2020 

 

KEPALA DESA PARANGJORO, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Paragraf 3, Pasal 
34 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 

tentang Pembangunan Desa, yang mengatur bahwa Tim 
Penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan 

Kepala Desa; 

b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP 
Desa) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk 

melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP 

Desa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a 
dan huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan Surat 

Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja 

Pemerintah Desa (RKP Desa); 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 

2. Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2004  tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 

Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 
Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), 
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 
tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 230); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 234); 

15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal 

Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten 
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 

2018 Nomor 45); 

16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9); 

17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 

tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40); 

18. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa 

Parangjoro Tahun 2019 Nomor 1); 
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19. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 

2018-2024 (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2019 

Nomor 3); 

 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :     

KESATU : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa 

(RKP Desa) Tahun 2023 sebagai berikut : 

  Pembina : 1. HARDIMAN, S.H (Kepala Desa) 

  Ketua   : 2. PAJAR (Sekretaris Desa) 

  Sekretaris : 3. RIYADI, Amd (Perangkat Desa) 

  Anggota : 4. ARIYANTO, S.E (Perangkat Desa) 

    5. NGADIMAN IR (Perangkat Desa) 

    6. SUYAMTO, S.E (Perangkat Desa) 

    7. SUTARDI (Perangkat Desa) 

    8. SUMARYADI, S.E (Perangkat Desa) 

    9. SURATNO (Karang Taruna) 

    10. SIGIT PURWOKO (KPMD) 

    11. NANIK KIRYANI 

 

(Unsur Perempuan) 

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun RKP Desa adalah 

pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan 
program/kegiatan masuk ke desa, pencermatan ulang 

dokumen RPJM Desa, penyusunan rancangan RKP Desa, 

dan penyusunan daftar usulan RKP Desa secara partisipatif. 

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKP Desa 

mengacu pada: 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 

Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 
Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), 
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 
tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 230);Peraturan Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234); 

9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal 

Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten 
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 

2018 Nomor 45); 
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KEEMPAT : Tim Penyusun RKP Desa dalam melaksanakan tugasnya 
dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan 

atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) 

serta pihak lain yang berkompeten. 

KELIMA : Masa tugas Tim Penyusun RKP Desa terhitung sejak 
ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini, sampai 

dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP 

Desa tahun 2020 oleh Kepala Desa dan BPD. 

KEENAM : Keputusan Kepala Desa Parangjoro ini berlaku sejak tanggal 

ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan 

dan pembetulan sebagaimana mestinya. 

 

     Ditetapkan di Parangjoro 
pada tanggal 26 Agustus 2019 
 

KEPALA DESA PARANGJORO, 
 

 
ttd. 

 
 

HARDIMAN 

 


